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Judul : Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Apakah
alasan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana proses pengangkatan
anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa? Mengingat pelaksanaan pengangkatan
anak belum diatur dalam Undang-undang. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah peraturan yang bersifat netral bagi seluruh
lapisan masyarakat. Di dalam prakteknya orang tua angkat memiliki alasan atau
motivasi dan tujuan yang beragam untuk mengangkat anak. Namun, tujuan yang
paling penting adalah terpenuhinya segala kebutuhan dan tercapainya kesejahteraan
bagi anak tersebut.
Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dengan kata lain
penelitian ini akan mengkaji fakta-fakta hukum pengangkatan anak yang terjadi di
masyarakat untuk kemudian direlevansikan dengan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang pengangkatan anak. penelitian ini mengumpulkan teori
tentang pengangkatan anak dari berbagai buku-buku dan literatur ilmiah. Serta
melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dan
menyebarkan angket kepada masyarakat.
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini bahwa anak yang diangkat di
Kabupaten Gowa sebagian besar atau lebih banyak berasal dari keluarga sendiri.
Pengangkatan anak ini, disebabkan oleh banyak faktor yang mendorong. Baik
disebabkan karena kondisi anak maupun dorongan dari diri orang tua angkat itu
sendiri. Proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa secara umum
telah berjalan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
dengan mengedepankan tujuan pengangkatan anak yang seharusnya.
Masyarakat Kabupaten Gowa masih memerlukan bimbingan tentang
pengangkatan anak dan pelaksanaannya. Agar pengangkatan anak yang telah terjadi
menjadi lebih terarah dan lebih fokus terhadap tujuan pengangkatan anak yang
sebenarnya. Pengadilan dalam mengadili permohonan pengangkatan anak kiranya
tidak berjalan singkat sebagai formalitas dan memeriksa dengan teliti motif dan
kemampuan calon orang tua angkat untuk menjadi orang tua yang baik bagi calon
anak agkat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Manusia adalah ciptaan Yang Maha Kuasa dengan segala kekurangan dan
kelebihannya. Manusia memiliki naluri untuk memiliki pasangan hidup dan
melestarikan keberadaannya dengan melahirkan keturunan. Oleh karena itu Allah
swt. mensyari’atkan perkawinan. Perkawinan bukan sekedar menyalurkan hawa nafsu
seksual secara legal, juga untuk mempunyai anak, serta menyambung keturunan dan
mewarisi peninggalan orang tua, juga untuk membentuk keluarga yang berbahagia.
Anak adalah tunas harapan bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan
bangsa selama-lamanya. Dengan begitu perlindungan anak merupakan hal yang
penting dan merupakan tanggung jawab bersama. Anak ialah sosok manusia kecil
yang tidak berdaya dan sangat membutuhkan perlindungan arahan dan kasih sayang
dari orang tuanya, masyarakat dan Negara.
Perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas harus mulai dipersiapkan
sejak dini, bahkan sejak anak dalam kandungan sudah membutuhkan perlindungan
agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik jasmani dan rohani, maupun
sosialnya, sehingga kelak menjadi pewaris masa depan yang berkualitas. Akan tetapi
tidak semua manusia atau keluarga ditakdirkan untuk mempunyai anak. Sebagai
2usaha yang dapat dilakukan dalam hal pemilikan anak salah satunya ialah
mengangkat anak/adopsi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Asy- Syura
ayat 49-50:
                   
                   
Terjemahnya:
“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia
kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki,
dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia
menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul
siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.” (Q.S. Asy-
Syura: 49-50)1
Allah Ta’ala memberitakan bahwa Dia adalah Pencipta, Pemilik dan Pengatur
langit dan bumi serta seisinya. Apa saja yang dikehendaki-Nya pasti terjadi dan apa
saja yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak terjadi. Dia member kepada siapa saja
yang dikehendaki-Nya dan mencegah siapa saja yang dikehendaki-Nya. Tidak ada
yang mampu mencegah apa yang diberikan-Nya dan tidak ada yang mampu
memberikan apa yang dicegah-Nya, dan Dia menciptakan apa saja yang dikehendaki-
Nya. Sehingga dia menjadikan manusia menjadi empat golongan; Ada yang diberikan
anak-anak perempuan saja, ada yang diberikan anak-anak laki-laki saja, ada yang
diberikan kedua-duanya dan ada yang sama sekali tidak diberikan dengan
dijadikannya mandul, tidak mempunyai keturunan.2
Pengangkatan anak juga merupakan upaya untuk memaksimalkan
perlindungan terhadap anak dengan membagi kasih sayang kepadanya, merawatnya
dan menjadikannya pewaris keluarga dan bangsa yang berkualitas. Fungsi sosial dan
1Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemah Perkata, (Bandung: CV Haekal Media
Centre, 2007), h.488
2Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid
7, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2004), h. 267
3kemanusiaan dari pengangkatan anak sendiri yaitu untuk mengurangi atau mengakhiri
penderitaan atas kekurangan kebutuhan hidup dan pertumbuhannya. Namun,
pengangkatan anak di Indonesia masih merupakan problema bagi masyarakat
terutama dalam masalah yang menyangkut peraturan yang mengaturnya.
Masing-masing sistem hukum yang berlaku di  Indonesia mempunyai sikap-
sikap sendiri terhadap pengangkatan anak (meskipun tidak kita abaikan ada juga
persamaannya), baik mengenai eksistensi, bentuk maupun isi dari lembaga
pengangkatan anak, sehingga dalam sistem hukum Indonesia soal pengangkatan anak,
terdapat peraturan yang tidak sama untuk seluruh golongan penduduk. Disamping itu,
beberapa peraturan pengangkatan anak yang ada sudah tidak lagi dapat memenuhi
kebutuhan praktis, karena terjadi perkembangan cara berpikir dan pola hidup
masyarakat.3
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak demi
terlaksananya ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini
mengatur pelaksanaan pengangkatan anak secara umum dan bagi segala golongan
penduduk. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini juga dimaksudkan agar
pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya
3 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 7-8.
4dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak demi masa depan dan
kepentingan yang terbaik bagi anak.4
Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
tidak disebukan Pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menangani
perkara pengangkatan anak. Namun seperti yang kita ketahui Pengadilan Negeri
secara umum mengadili semua perkara, terkecuali telah diatur tersendiri di dalam
Undang-undang. Maka dengan begitu dapat disimpulkan untuk perkara pengangkatan
anak merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri.
Tetapi, dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
menjadikan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara
ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, salah
satunya yaitu penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan hukum Islam.
Sedangkan dalam praktek hukum keseharian Pegadilan Negeri tetap
berwenang untuk mengesahkan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama
Islam hal itu karena pada umumnya instansi Pemerintah (Pegawai Negeri Sipil)
masih berpegang pada anggapan bahwa penetapan dari Pengadilan Negeri yang
dipakai untuk daftar gaji, dan sudah secara umum pula pengangkatan anak di
4 Republik Indonesia, Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak
5Indonesia masih berpegang teguh pada adat istiadatnya, walaupun anak yang diangkat
dan orang tua angkat beragama Islam. Sehingga besar harapan kita kepada
Pengadilan Negeri dalam menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan agar terwujudnya tujuan dari pengangkatan anak yang
seharusnya.
Pengangkatan anak secara langsung tanpa penetapan pengadilan dan
penyimpangan terhadap pengangkatan anak yang telah diangkat juga masih dijumpai,
dengan berbagai faktor dan alasan yang mendorong hal tersebut, seperti karena
adanya tujuan tersendiri yang ingin dicapai, kurangnya pengetahuan mengenai
pelaksanaan pengangkatan anak, karena rumitnya proses pengangkatan anak yang
harus dijalani, atau pun anggapan bahwa penetapan di pengadilan hanya bersifat
formalitas. Padahal pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memiliki
konsekuensinya tersendiri, cara pelaksanaannya pun telah diatur di dalam peraturan
perundang-undangan, dan tujuan dibuatnya peraturan yang mengatur pengangkatan
anak juga untuk meminimalisir penyimpangan dalam pelaksanaan pengangkatan anak
dan demi perlidungan anak itu sendiri. Sehingga hal ini menarik untuk diteliti agar
dapat terkaji hal-hal yang mendasari terjadinya problematika dimasyarakat seperti
yang telah diuraikan.
Bedasarkan uraian diatas dapat dilakukan suatu penelitian dengan judul
“Penerapan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
(Studi Kasus Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa”.
6B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Penelitian ini difokuskan pada apakah pengangkatan anak di Kab. Gowa
sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak.
2. Deskripsi Fokus
Tujuan dan proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat
khususnya sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak.
C. Rumusan Masalah
Dari uraian yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik beberapa pokok
permasalahan antara lain:
1. Apakah alasan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri
Sungguminasa?
D. Kajian Pustaka
Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari
referensi yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu buku dan karya ilmiah yang
berbentuk skripsi dan jurnal yang penyusun ketahui membahas pelaksanaan
pengangkatan anak yaitu :
1. Skripsi yang disusun oleh Beni Sulistyo dari Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014, dengan judul “Proses Pelaksanaan
Pengangkatan Anak dan Akibat Hukum Terhadap Anak Setelah
7Diangkat”, penelitian ini terfokus pada akibat hukum yang timbul
terhadap anak setelah diangkat dan peraturan perundang-undangan yang
mengatur pelaksanaan pengangkatan anak.
2. Skripsi yang disusun oleh Benny Zuliansyah dari Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman, Purwekorto, tahun 2015 dengan judul
“Pelaksanaan Pengangkatan Anak Melalui Penetapan Hakim”, penelitian
ini terfokus pada ketetapan hakim mengenai pengangkatan anak dari
pemohon yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Banyumas.
3. Buku yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia oleh Lulik
Djatikumoro. Buku ini menjelaskan pengangkatan anak di Indonesia dari
segi hukum positif, hukum adat, hukum islam dan peradilan permohonan
pengangkatan anak.
4. Buku yang berjudul Pengangkatan Anak (Adopsi) oleh Djaja S Meliala.
Buku ini membahas peraturan yang berlaku dan mengatur pengangkatan
anak di Indonesia juga pengangkatan berdasarkan adat kebiasaan setempat
dan berisi kisah-kisah pengangkatan anak dalam masyarakat.
5. Buku yang berjudul Hukum Pengangkatan Anak oleh Rusli Pandika. Buku
ini menjabarkan baik secara teoritis dan praktis hukum pengangkatan anak
meliputi permasalahan pokok dalam pengangkatan anak, pengangkatan
anak dalam sistem hukum adat, pengangkatan anak sistem hukum perdata,
pengangkatan anak internasional, dan perkembangan pengangkatan anak
dewasa ini.
86. Jurnal Ilmu Hukum yang disusun oleh Sasmiar, S.H., M.H. yang berjudul
Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jurnal
ilmiah ini terfokus pada perbandingan pengangkatan anak menurut hukum
Islam dan pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanan Pengangkatan Anak.
Berdasarkan kajian pustaka diatas, maka penelitian terhadap Penerapan PP
Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak belum ada yang
meneliti sebelumnya. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan proses dan tujuan
pengangkatan anak di Kab. Gowa yang lebih spesifiknya mendeskripsikan proses
pengangkatan anak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan
bagaimana Pengadilan Negeri Sungguminasa menerapkan PP Nomor 54 tahun 2007
tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak kepada masyarakat yang hendak melakukan
adopsi. Untuk itu penelitian ini layak untuk dilakukan dalam rangka menambah dan
mewarnai khazanah keilmuan dalam persoalan pengangkatan anak atau adopsi.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan
menyimpang dari pokok permasalan di atas sehingga tujuannya sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui alasan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
9Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Mahasiswa hukum khususnya  Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Makassar, hasil penulisan skripsi ini dapat
digunakan sebagai bahan referensi yang berguna bagi Mahasiswa yang
ingin mengetahui dan meneliti mengenai Pelaksanaan Pengangkatan
Anak.
2. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dalam hukum perdata pada
khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak.
3. Penulisan skripsi ini juga dapat digunakan oleh penegak hukum sebagai
bahan literatur atau referensi dalam penegakan hukum.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Pengertian Anak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga
1. Pengertian Anak
Anak dalam Kamus Hukum diartikan sebagai setiap manusia yang berusia
dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan
apabila hal tersebut adalah kepentingannya.1
Fitri menyatakan anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak
membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya,
karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak
mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke, anak
adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang
berasal dari lingkungan. Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan
psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak
mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang
disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan.
Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dan aturan
aturan yang bersifat memaksa.2
1M. Marwati dan Jimmy P, Kamus Hukum, (Surabaya: Dictionary Of Law Complete Edition,
Reality Publisher, 2009), h.41
2Fitri, Pengertian Anak Secara Kronologis dan Psikologis, diposting pada 19 November
2008, (http:// duniapskolog.dagdigdug.com/category/psikologi-anak/2314), diakses pada 8 Maret 2017
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Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pun memberikan batasan
mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum
berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 BW
yang berbunyi : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua
puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah memiliki kawin. Sedangkan
Pengertian tentang anak secara khusus (legal formal) dapat ditemukan dalam Pasal 1
angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan
Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 21 Thun 2007 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu: Anak adalah seseorang yang belum berusia
18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
Kemudian menurut Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia
dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 98 Ayat (1)
menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri atau dewasa adalah 21 (dua
puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau
belum melangsungkan perkawinan.
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Pengertian anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dan anak itu dalam arti,
bahwa selaku hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan lahirlah dari tubuh si perempuan seorang manusia lain yang dapat
mengatakan, bahwa seorang laki-laki tadi adalah bapaknya dan seorang perempuan
tadi adalah ibunya, sedang dia adalah anak kedua orang itu.3
Fitri, menjelaskan mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran,
perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan.
Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan
pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak
merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk
belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam
kehidupan bersama. Kasiram, mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam
taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri yang
kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan
pada tiap-tiap fase perkembangannya.4
2. Kedudukan Anak dalam Keluarga
Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
dari perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di dalam rahim
dan dilahirkan oleh istri tersebut. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan
3Wirjono Prodjodikor, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: vorkink, 1952), h.58
4Fitri, Pengertian Anak Secara Kronologis dan Psikologis, diposting pada 19 November
2008, (http:// duniapskolog.dagdigdug.com/category/psikologi-anak/2314), diakses pada 8 Maret 2017
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hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Seorang suami
dapat menyangkal sahnya anak dengan Ii’an (sumpah) bahwa istrinya telah berszina
dan anak itu akibat dari perzinaannya dan pengadilan atas permintaan pihak
berkepentingan memutuskan tentang sah/tidaknya anak.5
Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) asal-usul seorang anak
hanya bisa dibuktikan dengan Akta kelahiran autentik oleh pejabat yang berwenang,
jika akta autentik tidak ada maka asal-usul anak ditetapkan oleh pengadilan
berdasarkan pembuktian yang memenuhi syarat untuk kemudian dibuatkan akte
kelahiran pada instansi pencatat kelahiran.
Berdasarkan Pasal 62 dan 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dari hasil pekawinan campuran, dapat
memperoleh kewarganegaraan dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan,
kewarganegaraannya akan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai Hukum
Publik maupun Hukum Perdata.
Berdasarkan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang
mampu berdiri sendiri (dewasa) adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Sepanjang ia tidak
cacat fisik atau pun mental atau belum kawin. Orang tua mewakili anak mengenai
segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Apabila kedua orang tua
5Urip Rapanggah, Sumpah Li’an dan Konsekwensi Hukumnya dalam Al-Qur’an, UU
Perkawinan dan KHI, diposting pada 7 Maret 2009,
(https://muvid.wordpress.com/2008/07/01/sumpah-lian-dan-konsekwensi-hukumnya-dalam-al-quran-
uu-perkawinan-dan-khi/), diakses pada 8 Maret 2017
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anak tidak mampu, Pengadilan dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang
mampu menunaikan kewajiban orang tuanya.
Di sisi lain, berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati
kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa
mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang
memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.
Aris Britania, menyatakan menurut Wahbah al-Zulhaili, ada lima macam hak
anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak radia (menyusui), hak
hadhanah (pemeliharaan), hak waiayah (wali), dan hak nafkah (alimentas). Dengan
terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya
dalam kondisi yang siap untuk mandiri.6
Dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab,
ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dan
dengan hubungan nasab pula ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang
tuanya dan dengan nasab pula ada dijamin hak orang tua terhadap anaknya.
Oleh karena itu hak dan tanggung jawab merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan. Anak memiliki hak dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap
anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok
6Aris Britania, Hak Dan Kedudukan Anak dalam Keluarga Setelah Terjadinya Perceraian,
(http://assunah.or.id), diakses pada 10 Maret 2017
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besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk
mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.
Sebaliknya anak sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang
tuanya secara tulus, orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya ia ke dunia. Al-
Qur’an memerintahkan supaya anak memperlakukan orang tua dengan sebaik-
baiknya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan serta menyusuinya
sehingga sudah sepatutnya anak bersyukur kepada Allah swt. dan kepada ibu
bapaknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Lukman ayat 14:
                      
         
Terjemahnya:
“Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua
orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Besyukurlah
kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku
kembalimu.”(Q.S. Luqman:14)7
Luqman mengiringi wasiat beribadah kepada Allah swt yang Maha Esa
dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman, ‘ Dan
Rabb-mu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah supaya kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya.(Q.S. Al-Israa’: 23). Dan banyak sekali Allah mengiringi diantara kedua ha
trsebut di dalam Al-Qur’an.
Mujahid berkata; “Beratnya kesulitan mengandung anak.” Qatahah berkata:
“Keberatan demi Keberatan.” Sedangkan ‘Atha’ al-Khurasani: “Kelemahan demi
kelemahan.”
7Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemah Perkata, (Bandung: CV Haekal Media
Centre, 2007), h.412
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Dan firman-Nya,” Dan menyapihnya dalam dua tahun,” yaitu mendidik dan
meyusui setelah melahirkannya selama dua tahun. Allah swt menyebutkan
pendidikan seorag ibu, kelelahan dan kesulitannya saat begadang siang dan malam,
agar seorang anak dapat mengingat kebaikan yang diberikan ibunya. Untuk itu Dia
berfirman “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya
kepada-Ku-lah kembalimu.” Yaitu sesungguhnya Aku akan membalasmu atas semua
itu secukup-cukup balasan.8
Allah swt mengharuskan manusia berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang
tua, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah, dan jika salah
seorang atau keduanya berusia lanjut dalam pemeliharaan, anak jangan sekali-kali
mengatakan “ah” atau membentak, ucapkan pada mereka perkataan yang mulia.9
Maka dari itu orang tua memiliki hak atas anak, ketika mereka sudah tua dan
lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari
nafkah sendiri, mereka berhak menerima warisan jika anaknya meninggal dunia
terlebih dahulu.
B. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat dan Pengangkatan Anak
1. Pengertian Anak Angkat dan Pengangkatan Anak
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, pengertian anak angkat yaitu, pada Pasal 1 Angka 9 disebutkan bahwa:
“ Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas
8Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid
6, (Bogor:Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2004), h. 400
9Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2000), h.365
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perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan
keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”10
Sementara pengangkatan anak yang biasa dikenal dengan istilah adopsi
diartikan sebagai perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri,
sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat
timbul suatu hubungan hukum.11
Menurut Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan
dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak
keturunan sendiri, sehingga antara anak yang diangkatnya dan orang yang
mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada
antara orang tua dan anak kandung.12
Soerjono Soekanto mengartikan anak angkat adalah anak orang lain (dalam
hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena
alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.13
Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang turunan dua
orang suami istri, yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai
anak keturunannya sendiri.14
10Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 Butir 9
11Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h.35
12Siska Lis Sulistiani, Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut
Hukum Positif dan Hukum Islam, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h.19-20
13Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001),
h.251
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Sedangkan Amir Martosedono mengatakan, anak angkat adalah anak yang
diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian,
kalau sakit diberi obat, supaya tumbuh menjadi dewasa, diperlakukan seperti anak
sendiri, dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, dia berhak atas warisan
orang yang mengangkatnya.15
Dalam pranata hukum nasional dengan pemahaman yang lebih dekat pada
pranata hukum Islam sebagaimana dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991
jo. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 mengenai Kompilasi
Hukum Islam (KHI), Pasal 171 h disebutkan:
“Anak angkat adalah yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya
pendidikan, dan sebagaimana beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”16
Secara etimologi, adopsi berasal dari kata “adoptie” bahasa Belanda, atau
“adopt” (adoption) bahasa Inggris, yang berarti pengangkatan anak, mengangkat
anak. Dalam bahasa Arab disebut “tabanni” yang menurut Prof. Mahmud Yunus
diartikan dengan mengambil anak angkat.17
Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat dapat ditemukan dalam
doktrin maupun yurisprudensi. Pengertian pengangkatan anak dalam doktrin
dikemukakan antara lain oleh Surjono Wignjodipuro yang menyatakan bahwa
14Wirjono Prodjodikoro, Hukum Waris di Indonesia,(Bandung; Sumur Bandung, 1983), h.37
15M Anshary, Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional,
(Bandung: Mandar Maju, 2014), h.170
16Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti , 2011), h.17
17Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,
1999), h.4
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pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam
keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan
anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada
antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.18
Yurisprudensi semula berpandangan bahwa terjadinya pengangkatan anak
bergantung pada proses formalitas adat pengangkatan anak. Hal ini dapat diketahui
dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/Sip/1973 bahwa untuk mengetahui
keabsahan seorang anak angkat tergantung kepada upacara adat tanpa menilai secara
objektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. Syarat
keabsahan anak angkat yang demikian semakin jelas terlihat dari Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 912 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa upacara adat tidak sah
pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang
bersangkutan.
Seiring dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat, pandangan ini kemudian mengalami pergeseran dengan menciutnya
pandangan lama dan tumbuhnya pandangan baru bahwa untuk mengetahui seseorang
adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas
pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu ia sejak bayi diurus
dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya,
sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei
18Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2008),
h.14
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1990 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53 K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret
1996.
Sedangkan pengertian pengangkatan anak dapat juga ditemukan dalam
Penjelasan Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa
yang dimaksud pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak
anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain
yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut,
ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau
penetapan pengadilan.19
Pengangkatan anak secara meluas adalah masuknya anak orang lain ke dalam
pengasuhan orang tua angkat dan kepada anak tersebut diberikan hak-hak yang sama
sebagaimana anak kandungnya karena pengangkatan anak ini pada dasarnya diikuti
pula sikap batin sang orang tua angkat yang menganggap anak tersebut adalah
turunannya. Salah satu contoh adalah ketidakrelaan bilamana sang orang tua kandung
meminta kembali sang anak.20
Adapun pengertian pngangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanan Pengangkatan Anak adalah:
19Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,.17
20Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, h.16
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“Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak
dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung
jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam
lingkungan keluarga orang tua angkat.”21
Pengertian dari Undang-undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah
tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak tersebut kiranya mampu menjembatani
pemahaman dalam hukum Islam ataupun dalam pemahaman masyarakat umumnya
karena dapat ditangkap suatu pemahaman dari pengertian dalam Undang-undang
tersebut adalah menekankan pada tumbuh kembangnya sang anak atau kesejahteraan
sang anak. Sedangkan perkara-perkara berupa akibat hukum kekeluargaan dari
pengangkatan anak tersebut tidaklah menjadi persoalan dan diserahkan pada hukum
adat atau juga hukum kemantapan batin para pihak di dalamnya.22
2. Sejarah Pengangkatan Anak
Untuk melengkapi uraian pengangkatan anak akan dikemukakan sekilas
sejarah pengangkatan anak secara berurutan, mulai dari sejarah pengangkatan anak
menurut Staatblad 1917 Nomor 129, hukum adat, perundang-undangan, dan
berdasarkan hukum Islam:23
a. Menurut Staatblad 1917 Nomor 129
Hukum keluarga adat golongan Tionghoa menganut garis keturunan laki-laki
(patrilineal), karena itu nama keluarga diturunkan melalui keturunan laki-laki untuk
21Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak Pasal 1 Butir 2
22Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, h.18
23Musthofa, Pengangkatan Anak kewenangan Pengadilan Agama, h.23
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meneruskan nama keluarga, maka mereka akan mengangkat anak laki-laki dari
keluarga lain. Oleh karena itu, asas pengangkatan anak hanya bisa dilakukan seorang
laki-laki, karena seorang laki-laki Tionghoa wajib mengusahakan agar cabang
keluarganya tidak punah dan ada keturunan yang melanjutkan merawat abu leluhur.
Untuk golongan Tionghoa, berdasarkan Staatblad 1917 Nomor 129 kemudian
ditambah Staatblad 1924 Nomor 557 hampir seluruh Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (Burgerlijk Wetboek) dinyatakan berlaku bagi golongan Tionghoa.
Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) bagi
golongan Tionghoa ada beberapa pengecualian dan ada pula lembaga yang diberikan
pengaturan secara khusus, yaitu perihal pengangkatan anak.
Lembaga pengangkatan anak ini diatur khusus karena merupakan adat
golongan Tionghoa yang berhubungan erat dengan pandangan dan kepercayaan
mereka. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
memandang suatu perkawinan sebagai bentuk hidup bersama bukan untuk
mengadakan keturunan, sehingga tidak mengenal lembaga pengangkatan anak
(adopsi). Oleh sebab itu, banyak ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata bagi golongan Tionghoa merupakan hal yang tidak sesuai dengan
pandangan, kebiasaan, dan kesadaran hukum mereka. Namun, untuk menampung
kebuuhan adat yan sangat erat berkaitan dengan pandangan religious mereka, maka
lembaga hukum pengangkatan anak diatur dalam Staatblad.
Dalam perkembangannya, penduduk golongan Tionghoa mengalami
perubahan pandangan terhadap hubugan kekeluargaan yang semula patrilineal
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menjadi bilateral atau parental. Perubahan pandangan itu dipengaruhi berlakunya
Undang-undang Hukum Perdata, pendidikan dan agama Kristen yang banyak dianut
oleh mereka. Lembaga pengangkatan anak masih dibutuhkan tetapi dengan tujuan
yang berbeda dari tujuan semula. Kehadiran anak angkat kadang dibutuhkan bagi
mereka yang tidak mempunyai anak untuk mengisi kekosongan dalam keluarga atau
memelihara merka di hari tua. Oleh karenanya pengangkatan anak tida perlu dibatasi
hanya anak laki-laki.
Ketentuan Pasal 15ayat (2) Staatblad 1917 Nomor 129 telah menegaskan
bahwa pengangkatan anak perempuan adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Pengangkatan anak perempuan tidak bisa dilakukan melalui notaris, karena
pengangkatan anak itu hanya untuk anak laki-laki. Solusi yang lebih memungkinkan
pada saat itu adalah melalui putusan pengadilan.
Atas perkara yang demikian itu, Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta
Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 juncto Nomor 588/1963/G tanggal 17
Oktober 1963 telah mengabulkan permohonan pengangkatan anak terhadap anak
perempuan dan menyatakan bahwa larangan pengangkatan anak terhadap anak
perempuan tidak beralasan.
Sedangkan batasan calon orang tua angkat yang semula hanya dibolehkan
bagi seorang laki-laki beristri atau pernah beristri, atau janda cerai mati, Penetapan
Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/ 1970 Comp. tanggal 26 Februari 1970 telah
memperluas dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang
tua angkat yang belum menikah.
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b. Menurut Hukum Adat
Pengangkatan anak dalam hukum adat bukan merupakan lembaga yang asing.
Lembaga itu dikenal luas hampir di seluruh Indonesia yang dilakukan dengan cara
dan motif yang bervariasi.
Demikian pula akibat hukum pengangkatan anak dalam hukum adat sangat
bervariasi. Misalnya, di Jawa, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian
keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya. Anak angkat masuk dalam
kehidupan rumah tangga orang tua angkat sebagai anggota keluarga, tetapi tidak
berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.
Sedangkan di Bali, pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan
anak dari pertalian keluarga kandungnya dan memasukkan anak itu ke dalam
keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan menjadi anak kandung
untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.
Kedudukan anak angkat dalam hukum adat dipengaruhi oleh system
kekeluargaan atau keturunan. System kekeluargaan di Indonesia dibedakan menjadii
tiga corak, yaitu: patrilineal, matrilineal, dan parental atau bilateral.
c. Menurut Perundang-undangan RI
Undang-undang yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia yang dibuat
secara lengkap dan tuntas masih belum ada. Dalam sejarah perundang-undangan yang
berkaitan, pengaturan pengangkatan anak sempat masuk dalam rancangan undang-
undang, yaitu dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Peradilan Anak.
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Dalam sejarah proses pembuatan hukum (law making process) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
Perkawinan mengatur pengangkatan anak dalam Pasal 62.
Ketentuan pasal dalam RUU Perkawinan tersebut termasuk salah satu pasal
yang mendapat reaksi keras dari umat Islam karena bertentangan dengan hukum
Islam. Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-
Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai legal product dengan
menghapus semua ketentuan Pasal 62 yang mengatur pengangkatan anak, sehingga
dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada
ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.
Perbedaan prinsip yang demikian itu pula yang melatarbelakangi tidak
diaturnya mengenai pengangkatan anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun
1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Pengaturan pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pemuatan
hukum (law making process) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan
amanat Presiden tanggal 10 November 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, Pemerintah
mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadilan Anak kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan.
Rancangan Undang-Undang tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-
Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai legal product dan
tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan sebagai kewenangan
pengadilan negeri.
26
Ketentuan Peralihan Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002
tentan Perlindungan Anak menegaskan:
“Pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.”
Berdasarkan Ketentuan Peralihan tersebut, ketentuan-ketentuan pengangkatan
anak sebagaimana diatur dalam Staatblad 1917 Nomor 127 dan ketentuan peraturan
perundang-undangan lain berkaitan dengan pengangkatan anak yang bertentangan
dengan Undang-undang RI Nmor 23 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku. Namun
demikian, pengaturan itu masih belum lengkap dan tuntas karena masih banyak hal
yang seharusnya diatur dalam sebuah Undang-undang mengenai pengangkatan anak.
Selama ini pengangkatan anak di Indonesia dilakukan berdasar pada aneka ragam
ketentuan  sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan kehadiran
sebuah perundang-undangan pengangkatan anak yang mengatur secara lengkap dan
tuntas.
d. Menurut Hukum Islam
Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik
pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti pengangkatan anak masa
jahiliah, yaitu pengangkatan anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak
kandungnya, anak angkat menjadi ahli waris , dan orang tua angkat menjadi wali
mutlak anak angkat. Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam
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pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberi nafkah, mendidik, memelihara,
dan lain lain dalam konteks beribadah kepada Allah swt.
Pengaturan pengangkatan anak di Indonesia dalam perundang-undangan
beberapa kali mengalami kegagalan karena adanya perbedaan yang mendasar
mengenai konsepsi pengangkatan anak. Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada
berdasarkan pada konsepsi pengangkata anak menurut Staatblad 1917 Nomor 129
dan tradisi pengangkatan anak zaman jahiliah yang berbeda dengan konsepsi
pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Namun, beberapa hal mendasar
mengenai pengangkatan anak yang selaras dengan hukum Islam mulai masuk dalam
perundang-undangan, yaitu Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.
Udztad Khalid Basalamah dalam ceramahnya menjelaskan kisah pada zaman
Rasulullah :
Anak angkat ini tidak berlaku padanya hukum-hukum kerabat kecuali kalau
sempat disusui. Seperti waktu Zaid bin Haritsah menikah dengan Zainab, di dalam
rumah tangganya ternyata mereka tidak cocok. Zaid bin Haritsah adalah mantan
budak Khadijah, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada nabi Muhammad setelah
membeli Zaid di pasar pada waktu sebelum masa kenabian Nabi Muhammad. Lalu
oleh Nabi Muhammad saw diangkat, dibebaskan dari budak lalu dijadikan sebagai
anak angkat pada saat itu. Tersebar di Mekkah bahwa Zaid bin Haritsah ini adalah
mantan budak artinya dimata orang dianggap  rendah derajatnya walaupun di mata
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Islam ini tidak ada yang seperti ini. Zainab adalah orang yang terhormat, artinya jalur
nasabnya jelas bukan dari jalur budak.24
Pada saat ingin menikah, Nabi Muhammad saw menyarankan Zainab menikah
dengan Zaid. Rupanya berjalan waktu, Zainab merasa di dalam jiwanya terganggu
karena Zaid dulu ialah mantan budak, ia terus terganggu. Ia bertanya “Ya Rasulullah
ini terus mengganggu jiwa saya, saya takut tidak bisa menghormati Zaid. Saya coba
mengobatinya tapi tidak bisa.” Nabi Muhammad saw berkata” bertaqwalah kepada
Allah, bertahanlah dan bersabar, harus dilawan.” Namun firman Allah turun berbeda,
Allah swt yang Maha Pemurah dan Maha Adil, ternyata zaid ini tidak cocok dengan
zainab lalu zaid menceraikan zainab. Waktu cerai dan selesai masa iddah zainab,
Allah menikahkan Zainab dengan Rasulullah saw. Padahal ia merupakan istri anak
angkat Nabi Muhammad saw, keluarlah sebuah hukum boleh menikahi mantan
istrinya anak angkat, kalau mantan Istri anak tidak boleh, mantan istri orang tua tidak
boleh, tapi anak angkat ada hukum tersendiri.25
Alasan Allah memerintahkan Rasulullah menikai Zainab binti Jahsyi.
Pertama, Zainab yang merupakan keturunan bangsawan oleh Nabi Muhammad saw.
diminta menikah dengan anak angkat beliau, seorang budak bernama Zaid bin
Haritsah. Pernikahan ini agar meruntuhkan tradisi bahwa orang kaya tidak boleh
24 Pakde Nono, Hukum Anak Angkat dan Saudara Sepersusuan Dr. Khalid Basalamah MA,
(https://www.youtube.com/results?search_query=ceramah+ust+khalid+basalamah+anak+angkat),
diposting Januari 2017, diakses 21 Februari 2017
25 Pakde Nono, Hukum Anak Angkat dan Saudara Sepersusuan Dr. Khalid Basalamah MA,
(https://www.youtube.com/results?search_query=ceramah+ust+khalid+basalamah+anak+angkat),
diposting Januari 2017, diakses 21 Februari 2017
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menikah dengan orang miskin atau keturunan kasta bangsawan tidak boleh menikahi
kasta rakyat jelata. Kedua, ketika akhirnya Zainab bercerai dengan Zaid kemudian
Allah memerintahkan Nabi Muhammad saw. untuk menikai Zinab. Pernikahan itu
diperintahkan Allah untuk meruntuhkan tradisi kala itu yang melarag seseorang
menikahi mantan isteri anak angkatnya. Ketiga pernikahan Rasulullah dengan Zainab
untuk membuktikan bahwa manusia harus malu kepada Tuhannya dibandingkan
kepada manusia. Manusia harus tunduk kedalam perintah Tuhannya dan bukannya
tunduk kepada tradisi manusia yang turun-temurun tetapi tidak bersumber kepada
aturan Allah. Manusia janga takut menegakkan kebenaran Allah karena Allah-lah
yang berhak ditakuti dan bukannya manusia. Sebab ketika Rasulullah diperintahkan
untuk menikahi Zainab, Rasulullah saw. mengkhawatirkan tindakannya itu akan
membuat citra buruk bagi dirinya.26
Hal ini juga tercantum dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 37, yaitu:
                   
                    
                         
      
Terjemahnya:
26M Anshary, Kedudukan Anak Dlam Prespektif Huum Islam dan Hukum Nasional, h. 182
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“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah
diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah member nikmat kepadanya,
“Pertahankanlah terus istrimu dan bertkwalah kepada Allah,” sedang engkau
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan
engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti.
Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya
(mnceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada
keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-stri anak-anak angkat
mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya
terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”(Q.S. Al-Ahzab: 37)27
Yakni, ketika dia telah selesai dengan isterinya dan menceraikannya, maka
Kami nikahkan engkau dengannya. Dan yang menjadi wali dari pernikahannya itu
adalah Allah swt, dalam arti Allah memberikan wahyu kepadanya untuk menikahinya
tanpa wali, tanpa akad, mahar dan saksi.
Sesungguhnya Kami membolehkan menikahkannya untukmu dan Kami telah
melakukannya agar tidak ada lagi keberatan bagi orang-orang yang beriman untuk
menikahi isteri-isteri anak angkat yang telah dicerai.28
3. Alasan-alasan Pengangkatan Anak
Alasan pengangkatan anak pada masyarakat adat di Indonesia, antara lain
adalah:
a. Karena pasangan suami istri tidak mempunyai anak, tetapi mereka ingin
meneruskan generasi. Diharapkan sang anak angkat dapat membantu
ketika orang tua angkatnya telah uzur;
b. Karena rasa belas kasihan, terhadap seorang anak, misalnya yatim/piatu;
c. Karena pasangan suami istri ingin mempunyai anak laki-laki atau
perempuan yang belum diperolehnya.29
27 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemah Perkata, h.423
28Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid
6, h. 490
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Adapun alasan-alasan lainnya ialah:
a. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua si anak
tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
b. Sebagai pemancing bagi yang tidak mempunyai anak untuk dapat
mempunyai anak kandung;
c. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
d. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
e. Karena unsur kepercayaan;
f. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang
tidak mempunyai anak kandung;
g. Adanya hubungan keluarga lagi pula tidak mempunyai anak maka diminta
orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut supaya anaknya
dijadikan anak angkat;
h. Diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung
keturunan bagi yang tidak mempunyai anak;
i. Karena belas kasihan atas nasib si anak yang seperti tidak terurus;
j. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
k. Anak dulu sering penyakitan atau selalu meninggal maka anak yang baru
lahir diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi (diambil
29 M Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 113-
114.
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anak angkat) dengan harapan anak yang bersangkutan selalu sehat dan
panjang umur.30
4. Sifat dan Tujuan Pengangkatan Anak
Dari peraturan-perundangan yang ada terdapat beberapa prinsip yang
mengindikasikan beberapa sifat (legal nature) Pengangkatan Anak di Indonesia,
yaitu:
a. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum;
b. Pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum untuk melindungi
kepentingan anak;
c. Pengangkatan anak harus menjaga kesamaan agama yang dianut oleh
calon anak angkat dan calon orang tua angkat;
d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak
dengan orang tua kandungnya;
e. Kewajiban terbuka kepada anak angkat tentang asal-usulnya dan orang tua
asalnya;
f. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan mendapatkan Penetapan atau
Putusan Pengadilan, kecuali pengangkatan anak berdasarkan adat
kebiasaan setempat;
g. Bimbingan dan Pengawasan oleh Pemerintah dan Masyarakat.31
30 Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia, h. 9-10.
31 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.107
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Menurut  Undang-undang Nomor 14 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan
Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan
kesejahteraan anak.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang-undang ini dalam Pasal 39 butir 1, menentukan: Pengangkatan anak hanya
dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan
adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.32 Hal ini tidak
berarti melarang calon orang tua angkat mempunyai pertimbangan lain yang sah
dalam mengangkat anak, seperti ingin mempunyai anak karena tidak mempunyai
anak kandung, tetapi di dalam pengangkatan anak sisi kepentingan calon anak
angkatlah yang utamanya harus menjadi pertimbangan.33
Berbeda dengan peraturan perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak
dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran calon orang tua angkat akan
kepunahan, maka calon orang tua angkat yang tidak mempunyai anak mengambil
anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu
dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.34
32 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016), h. 6.
33 Rusli Pandika, Hukum Pengangkatan Anak, h. 106-107.
34 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), h. 6.
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Sedangkan di dalam hukum Islam tujuan dari pengangkatan anak tidak jauh
beda dengan tujuan pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan
yaitu, memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang
kepada anak, memberikan nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya
meskipun tidak menyamakannya dengan anak kandung sendiri untuk beberapa hal
tertentu. Karena di dalam Islam, ajaran agar selalu peduli kepada sesama dan terlebih
terhadap anak-anak yang ditelantarkan ataupun anak yatim merupakan suatu hal yang
harus selalu diamalkan.
5. Jenis-jenis Pengangkatan Anak
Pasal 7 PP Nomor 54 Tahun 2007 jo Pasal 9 Peraturan Menteri Sosial No.
110/ HUK/ 2009 menentukan bahwa pengangkatan anak terdiri atas;
1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan Warga Negara
Asing
Pasal 8 PP Nomor 54 Tahun 2007 jo Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri
Sosial menentukan bahwa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia
meliputi;
1. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat
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2. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan peundang-undangan.35
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 meyatakan kondisi
nyata di dalam masyarakat bahwa pengangkatan anak dulu dikenal di lingkungan
masyarakat adat baik dengan dasar untuk memperoleh keturunan pancer laki-laki
maupun tidak. Kemudian, juga terjadi pengangkatan anak oleh pegawai negeri yang
didorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari pemerintah. Di Kota besar
juga sering terjadi pengangkatan anak, baik yang terang orang tua kandungnya
maupun tidak, yang dilakukan melalui perantara sosial pemerintah ataupun swasta.
Begitu pula dengan pengangkatan anak oleh orang asing. Hal ini tidak bisa
dihindari karena semakin terbukanya kesempatan bergaul bangsa Indonesia dengan
bangsa asing mengakibatan pengangkatan anak oleh orang asing semakin banyak
sehingga menimbulkan permasalahan pengangkatan anak oleh orang asing antar
negara (interstate) atau intercountry dan semuanya itu membutuhkan pengesahan
Pengadilan Negeri. Pengesahan pengadilan merupakan syarat yang esensial bagi
sahnya pengangkatan anak. Hal ini sesuai dengan European Convention on the
Adoption of Children yang, antara lain, menetapkan bahwa pengangkatan anak
antarnegara (interstate, intercountry adoption) dianggap sah atau sah sifatnya apabila
dinyatakan oleh pengadilan.36
35 Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi), h. 21.
36Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
, 2015), h.62-63
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Berdasarkan praktik di pengadilan tentang pengesahan anak angkat yang
selama ini sudah berlangsung, Mahkamah Agung menilai bahwa pemeriksaan di
muka sidang yang dilakukan oleh hakim terlalu sumir, seolah-olah hanya merupakan
suatu proforma, dan tidak terlihat adanya usaha untuk memperoleh gambaran
mengenai motif yang melatarbelakangi pengangkatan anak tersebut.
Dalam pertimbangan hukumnya pun tidak jelas norma hukum yang
diterapkan, kepentingan si calon anak angkat kurang ditonjolkan  di atas kepentingan
pihak orang tua. Selain itu, kurang menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan,
ketulusan, dan kesediaan menanggung segala konsekuensi bagi semua pihak yang
akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi. Juga, kurang disadari bahwa
pengangkatan anak demikian sangat berarti bagi kepentingan negara Indonesia,
seperti kemungkinan berubahnya status kewarganegaraan anak dan perbuatan
pengangkatan anak tidaklah seperti penyerahan barang, tetapi merupakaan suatu
rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan,
cinta kasih, kerelaan dan kesadaran penuh akan segala akibat selanjutnya dari
pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak.Atas dasar semua pertimbangan
tersebut, kemudian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983
ditegaskan oleh Mahkamah Agung bahwa pengangkatan anak warga negara
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Indonesia oleh warga negara asing merupakan ultimum remedium karena ada aspek
keamanan, politik, dan budaya bangsa.37
6. Syarat-syarat dan Tata Cara Pengangkatan Anak
Syarat-syarat pengangkatan anak terdapat dalam PP Nomor 54 Tahun 2007
tentang Pengangkatan anak Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 yang berbunyi:
Pasal 12
(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
d. memerlukan perlindungan khusus.
(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12(dua belas)
tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindugan khusus.
Pasal 13
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh
lima) tahun;
c. beragama yang sama dengan calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dhukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
37 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, h.63
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l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin
pengasuhan diberikan;
m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.
Pasal 14
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, harus memenuhi syarat:
a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan
atau perwakilan negara pemhon yang ada di Indonesia.
b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
c. melalui lembaga pengasuhan anak.
Pasal 15
Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, harus memenuhi syarat:
a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.
Pasal 16
(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga
Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada
kepala instansi sosial di provinsi.
Pasal 17
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, calon orang tua
angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:
a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik
Indonesia setempat.
Pasal 18
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 diatur
dengan Peraturan Menteri.
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Tata cara pegangkatan anak terdapat dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 yang berbunyi:
Pasal 19
Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang
berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.
Pasal 20
(1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke
pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi
terkait.
Pasal 21
(1) Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu
paling singkat 2 (dua) tahun.
(2) Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan
sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
Pasal 22
(1) Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara
Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk
mendapatkan putusan pengadilan.
(2) Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.
Pasal 23
Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga
Negara Indonesia berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 22.
Pasal 24
Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan diwilayah Indonesia
maupun di luar wilayah Indonesia oleh Warga Negara Asing yang berada di luar
negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 25
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(1) Dalam proses perizinan pengangkatan anak, Menteri dibantu oleh Tim
Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan
Anak sebagai mana dimaksud dalam Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Didalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia
berdasarkan perundang-undangan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pengangkatan anak
secara langsung, pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak dan
pengangkatan anak oleh orang tua tunggal. Persyaratan dan tata cara yang dimaksud
diatas, diuraikan sebagai berikut:38
Pengangkatan Anak Secara Langsung
Pasal 18
(1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, CAA harus berada dalam pengasuhan
orang tua kandung atau wali;
(2) Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung
hanya dapat dilakukan oleh COTA baik suami maupun isteri berkewarganegaraan
Indonesia.
Pasal 19
Persyaratan COTA pada pengangkatan anak secara langsung meliputi :
a. persyaratan material; dan
b. persyaratan administratif.
Pasal 20
Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk
mengasuh CAA;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh
lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
38 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang
Persyaratan Pengangkatan Anak
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h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan
pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi setempat;
l. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
m. memperoleh izin Kepala Instansi Sosial Propinsi.
Pasal 21
(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b,
yaitu harus melampirkan :
a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit
Pemerintah;
c. copy akta kelahiran COTA;
d. surat Keterangan Catatan Kepolisian setempat;
e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
f. kartu keluarga dan KTP COTA;
g. copy akta Kelahiran CAA;
h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas
bermaterai cukup;
j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan
bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan
perlindungan anak;
k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai
cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah
dan sesuai fakta yang sebenarnya;
l. surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang
menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak
kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan
bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal
usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
n. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
o. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala
Instansi Sosial Propinsi.
(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang
berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau
lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Pengangkatan anak secara langsung, dilaksanakan dengan tata cara :
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a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala
Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan
semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 21 ayat (1);
b. Kepala Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial
Propinsi/Kab/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Instansi Sosial
Propinsi melalui Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
d. Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk
dapat diproses lebih lanjut ke propinsi;
e. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Keputusan tentang Izin
Pengangkatan Anak untuk dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
f. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan
anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial
dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota; dan
g. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan
pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
(2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan
permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Pengangkatan Anak Melalui Lembaga Pengasuhan Anak
Pasal 23
(1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga Pengasuhan
Anak.
(2) Pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana
ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
Pasal 24
Persyaratan COTA pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak
meliputi :
a. persyaratan material; dan
b. persyaratan administratif.
Pasal 25
Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk
mengasuh CAA;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh
lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
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f. tidak merupakan pasangan sejenis;
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
i. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan
pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,sejak izin
pengasuhan diberikan;
m. memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten; dan
n. memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Propinsi.
Pasal 26
(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b,
yaitu harus melampirkan :
a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit
Pemerintah;
c. copy akta kelahiran COTA;
d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
e. copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
f. kartu keluarga dan KTP COTA;
g. copy akta kelahiran CAA;
h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
i. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak
yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja
Sosial;
j. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas
bermaterai cukup;
k. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa
pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan
anak;
l. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa
diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas
bermaterai cukup;
m. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang
menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai
fakta yang sebenarnya;
n. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan
kesiapan anak;
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o. laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga
Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis
anak hingga berada dalam asuhan mereka;
p. surat penyerahan anak dari orangtua/wali yang sah/kerabat kepada rumah
sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak
kepada Instansi Sosial;
q. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan
Anak;
r. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga
Pengasuhan Anak;
s. laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial instansi sosial
propinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak;
t. surat keputusan izin asuhan dari kepala instansi sosial;
u. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi sosial
dan Lembaga Pengasuhan Anak;
v. surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota;
w. surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA
daerah; dan
x. surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala
Instansi Sosial Propinsi untuk ditetapkan di pengadilan.
(2) Persyaratan administrartif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang
berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau
lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak dilaksanakan dengan tata
cara sebagai berikut :
a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala
Instansi Sosial Propinsi diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan
semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 26 ayat (1);
b. Kepala Instansi Sosial Propinsi menugaskan Pekerja Sosial Propinsi dan
Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak untuk melakukan penilaian
kelayakan COTA dengan melakukan kunjungan rumah kepada keluarga
COTA;
c. Kepala Instansi Sosial Propinsi mengeluarkan Surat Izin Pengasuhan
Sementara;
d. Pekerja Sosial melakukan bimbingan dan pengawasan selama pengasuhan
sementara;
e. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala
Instansi Sosial Propinsi di atas kertas bermaterai cukup;
f. Pekerja Sosial dari Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga
Pengasuhan Anak melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui
perkembangan CAA selama diasuh COTA;
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g. Kepala Instansi Sosial Propinsi membahas hasil penilaian kelayakan COTA,
dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan pengangkatan
anak dalam forum Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak di Propinsi;
h. Kepala Instansi Sosial mengeluarkan surat untuk izin pengangkatan anak agar
dapat diproses lebih lanjut di pengadilan;
i. dalam hal permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan
dikembalikan kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
j. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan
anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Instansi Sosial;
dan ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil kabupaten/kota;
k. Kepala Instansi Sosial mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan
pengangkatan anak tersebut ke Departemen Sosial RI.
(2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf h, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan
permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
Pasal 28
(1) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga
Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri.
(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin pengangkatan anak
kepada Gubernur.
Pasal 29
(1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Orang Tua Tunggal
Warga Negara Indonesia dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis
dari Pemerintah Republik Indonesia dan dari pemerintah negara asal anak;
(2) Pelaksanaan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan oleh negara dimana CAA
berasal.
Pasal 30
Pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1), dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.
Pasal 31
Persyaratan COTA pada pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal meliputi:
a. persyaratan material; dan
b. persyaratan administratif.
Pasal 32
Persyaratan material COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:
a. sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk
mengasuh CAA;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh ) tahun dan paling tinggi 55 (limapuluh
lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
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d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
f. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
g. memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan
pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak;
h. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan
terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
i. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi;
j. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan,sejak izin
pengasuhan diberikan; dan
k. memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di
pengadilan.
Pasal 33
(1) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b,
yaitu harus melampirkan :
a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
b. surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit
Pemerintah;
c. copy akta kelahiran COTA;
d. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) setempat;
e. kartu Keluarga dan KTP COTA;
f. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
g. surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak
yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja
Sosial;
h. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas
bermaterai cukup;
i. surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa
pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan
anak;
j. surat pernyataan akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa
diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas
bermaterai cukup;
k. surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang
menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai
fakta yang sebenarnya;
l. surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya
mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan
kesiapan anak;
m. laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga
Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis
anak hingga berada dalam asuhan mereka;
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n. surat penyerahan anak dari ibu kandung/wali yang sah/kerabat kepada rumah
sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak
kepada Instansi Sosial;
o. surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan
Anak;
p. surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga
Pengasuhan Anak;
q. laporan sosial mengenai COTA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi
Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak;
r. surat keputusan Izin Asuhan dari Menteri Sosial cq Direktur Jenderal
Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
s. laporan sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Fungsional
Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
t. surat keputusan TIM PIPA tentang Pemberian Pertimbangan Pengangkatan
Anak; dan
u. surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Menteri
Sosial untuk ditetapkan di pengadilan.
(2) Persyaratan administratif COTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang
berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau
lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Pengangkatan anak oleh Orang Tua Tunggal dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut :
a. COTA mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Menteri Sosial
diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan
administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 33 ayat (1);
b. Menteri Sosial c.q. Direktur Pelayanan Sosial Anak menugaskan Pekerja
Sosial Instansi Sosial untuk melakukan penilaian kelayakan COTA dengan
dilakukan kunjungan rumah kepada keluarga COTA;
c. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak mengeluarkan Surat
Keputusan Izin Pengasuhan Anak Sementara diberikan kepada COTA melalui
Lembaga Pengasuhan Anak;
d. penyerahan anak dari Lembaga Pengasuhan Anak kepada COTA;
e. bimbingan dan pengawasan dari Pekerja Sosial selama pengasuhan sementara;
f. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak disertai pernyataan
mengenai motivasi pengangkatan anak kepada Menteri Sosial di kertas
bermaterai cukup;
g. kunjungan rumah oleh Pekerja Sosial Departemen Sosial dan Lembaga
Pengasuhan Anak untuk mengetahui perkembangan CAA selama diasuh
COTA;
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h. Menteri Sosial c.q Direktur Pelayanan Sosial Anak membahas hasil penilaian
kelayakan COTA, dan memeriksa serta meneliti berkas/dokumen permohonan
pengangkatan anak dalam Tim PIPA;
i. diterbitkannya Surat rekomendasi dari TIM PIPA tentang perizinan
pertimbangan pengangkatan anak;
j. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
mengeluarkan Surat Izin pengangkatan anak untuk ditetapkan di pengadilan;
k. apabila permohonan pengangkatan anak yang ditolak maka anak akan
dikembalikan kepada orang tua kandung/ wali yang sah/kerabat atau
menetapkan pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi
anak;
l. setelah terbitnya penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan
anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke Departemen
Sosial; dan
m. Departemen Sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak
tersebut.
(2) Pengajuan pengangkatan anak ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf j, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan
permohonan pengangkatan anak ke pengadilan.
Pasal 35
Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang kewenangan pemberian izin
pengangkatannya telah di delegasikan oleh Menteri kepada Gubernur, tata cara
pengajuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal
27.
7. Akibat Hukum Pengangkatan Anak
Secara garis besar akibat hukum tentang perbuatan pengangkatan anak sudah
sangat jelas pengertiannya karena telah diatur di dalam peraturan perundang-
undangan Indonesia. Akibat hukum tersebu akan selalu muncul apabila sebuah
keluarga memutuskan untuk mengangkat seorang anak, karena perbuatan tersebut
akanmenciptakan hak dan kewajibankepada anak yang telah diangkat.
Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan
Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal
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adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang
tuanya mengangkat dan pihak orang tua kandung anak. Jika seorang anak diadopsi
secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti
hak perwalian dan pewarisan.39
Pengangkatan anak merupakan perbuatan Hukum yang menimbulkan akibat-
akibat hukum yang dikendaki oleh pihak-pihak yang terlibat. Pengangkatan anak
tidak memutus hubungan darah orang tua kandung dengan anak yang diangkat. Hal
ini tercantum dalam UUPA Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 ayat 2. Dalam
Islam perbuatan hukum pengangkatan anak tidak berakibat berubahnya hubungan
hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Begitu pula hubungan
hukumnya dengan orang tua angkatnya hanyalah sebatas peralihan pemeliharaan,
pengasuhan, bantuan pendidikan, pemenuhan kebutuhan hidup dan lainnya dari orang
tua kandung si anak kepada orang tua angkatnya. Hal ini dilakukan hanya semata-
mata untuk kemaslahatan dan kebajikan si anak.40
Hal ini didasarkan ayat berikut ini:
                       
                                 
39 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2016), h.170
40 M Anshary, Hukum Perkawinan di Indonesia, h. 121.
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                        
                       
          
Terjemahnya:
“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia
tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia
tidak menjadikan anak angkat mu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang
demikian itu hanyalah di perkataan mulut saja. Allah mengatakan yang
sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka
(anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang
adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka
(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi
(yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Ahzab: 4-5)41
Allah Ta’ala berfirman dengan memberikan gambaran yang dikenal jelas
sebelum arti yang dimaksud. Yaitu, sebagaimana seseorang tidak mungkin memiliki
dua hati di dalam dadanya dan tidak dapat menjadikan isteri yang di zhiharnya
dengan kata-kata; “Engkau bagiku seperti punggung Ibuku”, maka demikian pula
orang yang menyebut anak angkatnya sebagai anaknya. Yaitu pengakuan anak dari
kalian itu hanyalah kata-kata yang tidak dapat menghukumkan untuk menjadikannya
anak yang sebenarnya. Karena dia tetap diciptakan dari sulbi laki-laki lain. Tidak
mungkin dia memiliki dua bapak, sebagaimana tidak mungkin seseorang memiliki
dua hati.
Adapun menyebut orang lain dengan anak sebagai cara penghormatan dan
kecintaan, maka tidak termasuk suatu sesuatu yang dilarang oleh ayat ini berdasarkan
dalil hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali At-
Tirmidzi dan Ibnu ‘Abbas belau berkata: Kami dating kepada Rasulullah saw dan
Ughailamah Bani ‘Abdil Muth Thalib yang sedang menghimpun batu jumrah untuk
kami, sempat mengotori paha-paha kami dan beliau berkata: “Anakku, janganlah
kalian melontar jumrah sebelum terbit matahari!”
41 Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an Terjemah Perkata, h. 418.
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Firman Allah swt, “Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu segama atau maula-maulamu.”
Allah Ta’ala memerintahkan agar dikembailkannya nasab-nasab anak angkat kepada
bapak-bapak mereka jika mereka mengetahuinya. Dan jika tidak mengetahuinya,
maka mereka adalah saudara seagama dan maula, yaitu sebagai ganti dari nasab
mereka yang hilang.42
Para mufasir menyebutkan bahwa sebab-sebab diturunkannya ayat diatas
adalah suatu kisah yang unik. Zaid bin Haritsah, pada masa Jahiliah tertawan musuh,
lalu Rasulullah saw membelinya. Sesudah kepada beliau agar menjual Zaid
kepadanya atau memerdekakannya. Akan tetapi, Zaid tidak mau berpisah dengan
Rasulullah saw. Ayahnya marah dan berkata, “Wahai orang-orang Quraisy,
saksikanlah mulai hari ini dan seterusnya Zaid bukan anakku lagi.” Lalu, Rasulullah
saw berkata “Dan saksikanlah bahwa mulai sekarang dia menjadi anakku.”43
Kisah diatas dijawab oleh Al-Quran tentang tidak dapat dihapuskannya jati
diri genetis seorang anak dari ayahnya yang asli. Zaid bin Haritsah tetap menjadi
anak Haritsah, dan sesayang apa pun Rasulullah saw kepada Zaid, tetap tidak akan
mengubah keadaan nasabnya.44
Dengan ini jelas Hukum Islam melarang pengangkatan anak yang
memindahkan hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang tua angkat anak
seluruhnya. Termasuk dalam hal perwalian dan kewarisan anak angkat tidak terputus
hubungannya dengan orang tua kandungnya. Sedangkan di dalam hukum positif sejak
42Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir Jilid
6, h. 441
43 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 274.
44 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga, h. 274.
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adanya penetapan atau putusan pengadilan segala kewajiban orang tua kandung
beralih kepada orang tua angkat termasuk dalam hal perwalian dan kewarisan. Dan
adapun di dalam hukum adat ada sebagian yang memutuskan hubungan hukum anak
angkat terhadap orang tua kandungnya dan ada pula sebagian yang tidak memutuskan
hubungan hukum dari keduanya. Dan untuk kewarganegaraan, anak yang diangkat
berubah status kewarganegaraanya mengikuti orang tua angkatnya atau dapat
mempunyai kewarganegaraan ganda terbatas.45
Sebagaimana diketahui bahwa anak angkat tidak saling mewarisi dengan
orang tua angkatnya, karena mereka tidak ada hubungan nasab atau hubungan
perkawinan. Oleh karena itu ketika salah seorang dari mereka meninggal dunia maka
pihak lainnya tidak berhak mendapat sesuatu apapun dari harta peninggalan tersebut.
Maka untuk mengatasi ketentuan larangan untuk saling mewarisi tersebut Pasal 209
Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada pihak yang hidup lebih lama agar
dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris, tidak melalui bagian
warisan, tetapi melalui lembaga wasiat wajibah. Dari ketentuan Pasal tersebut jelaslah
bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima hibah atau waisat dari anak
angkat dan atau sebaliknya, dilakukan wasiat wajibah. Ketentuan ini bersifat
imperatif yakni merupakan suatu keharusan karena dalam pasal tersebut tidak
45 Djaja S Meliala, Hukum Pengangkatan Anak (Adopsi), h. 35.
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menggunakan istilah ‘dapat’. Adapun kata ‘dapat’ menunjukkan arti yang bersifat
fakultatif yakni merupakan anjuran.46
Teoritis hukum Islam (klasik dan kontemporer) berbeda pendapat dalam
menetapkan hukum wasiat wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa menetapkan
sifatnya hanya dianjurkan, bukan wajib, dengn tujuan untuk membantu meringankan
yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Akan tetapi, sebagian ulama
fikih lainnya, seperti Ibnu Hazm (tokoh Mahzab az-Zahiri), Imam Abu Ja’far
Muhammad bin Jarir at-Tabari (225H/839 M-310 H/923 M; mufassir, dan Abu Bakar
bin Abdul Aziz (tokoh fikih Mazhab Hambali berpendapat bahwa waisat seperti ini
hukumnya wajib, dengan alasan Surat al-Baqarah (2) ayat 180. Menurut mereka
perintah untuk berwasiat dalam ayat tersebut adalah untuk para ahli waris yang
terhalang mendapatkan warisan.47
Adapun jumlah harta wasiat wajib, menurut ulama fikih yang mewajibkannya
adalah sesuai dengan pembagian warisan yang mesti mereka terima, apabila tidak ada
penghalangnya. Akan tetapi, para penyusun perundang-undangan tentag wasiat di
Mesir dan Suriah, yang didominasi ulama Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa
besarnya wasiat wajib tidak boleh melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan
wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, Pasal 76-79; UU Suriah, Pasal 257).
46M Anshary, Kedudukan Anak dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, h.170
47Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, (Jakarta:
Kencana, 2008),h.79-80
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Wasiat wajibah dibatasi sepertiga harta dengan syarat bagian tersebut sama
dengan yang seharusnya diterima oleh ashabul furud seara kewarisan seandainya ia
masih hidup. Ketentuan ini di tetapkan berdasarkan penafsiran terhadap kalimat “al-
khair” yang terdapat dalam ayat wasiat Surat al-Baqarah ayat 180.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, istilah wasiat wajib
disebutkan pada Pasal 209 Ayat 1 Ayat 2, sebagai berikut:
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan
Pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
warisan anak angkatnya;
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI Ayat 1 dan 2 diatas dapat dipahami
bahwa wasiat wajibah yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat
atau sebaliknya orang tua angkatnya yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang
tua angkat dan anak angkatnya, dengan jumlah maksimal 1/3 dari harta peninggalan.
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Pengertian wasiat wajibah sebagai mana dikemukakan diatas adalah sama dan
disejajarkan dengan perngertian wasiat wajibah yang erdapat dalam Undang-undang
Mesir. Kuat dugaan bahwa rumusan wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI
48Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, h.80-81
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mengikuti pengertian wasiat wajibah yang terdapat dala Undang-undang Wasiat
Mesir.
Muhammad Daud Ali mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat wajibah
kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat
secara terbatas kedalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua
asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan
biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h)
Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.
Dilihat dari aspek metodologis, dapat di Pahami bahwa persoalan wasiat
wajibah dalam KHI adalah persoalan ijtihad yang ditetapkan berdasarkan argument
hukum maslahah al-murshalah yang berorientasi untuk mempromosikan nilai-nilai
keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat muslim Indonesia.49
C. Proses Pengangkatan Anak
Prosedur Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengaturan mengenai Prosedur lebih
lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan
Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat
49Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, h.81-82
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Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak
sebagai berikut :
1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial
Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada
Organisasi Sosial (orsos);
c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri
calon orang tua angkat;
e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter
Pemerintah;
h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter
Psikiater;
i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas
Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon;
c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat. 3.
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3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga
calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka
calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat
mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada
calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat
Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal
latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
4. Proses Penelitian Kelayakan
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota
bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk
mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.
7. Penetapan Pengadilan.
8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.50
50Dessy Balati, “Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia”, Lex Privatum 1, no.1
(2013): h.139
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis
sosiologis (sosiologys legal research) yaitu penelitian berupa studi-studi empiris
untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.1
Dengan kata lain penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang akan
mengkaji fakta-fakta hukum pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat untuk
kemudian direlevansikan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang
pengangkatan anak.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa yang meliputi keluarga yang telah
mengangkat anak dan penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam
Permohonan Pengangkatan Anak.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi
hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis
1 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 13.
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analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan
sebaliknya.2
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Gowa.
2. Sampel
Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose
sampling, artinya penarikan sampel dengan cara mengambil subjek didasarkan
pada tujuan tertentu3, yaitu 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengangkatan
anak di Kabupaten Gowa.
Responden dalam penelitian ini adalah :
a. Hakim Pengadilan Negeri Makassar;
b. 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengangkatan anak di Kabupaten
Gowa.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai
berikut:
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan
dicatat oleh pihak pertama. Data Primer diperoleh dengan metode :
2Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
2014), h. 25
3Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1994), h.33
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a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
antara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai
responden di objek penelitian;
b. Metode angket, yaitu suatu pengumpulan data dengan menggunakan
daftar pertanyaan kepada 10 (sepuluh) masyarakat yang mengangkat anak.
2. Data Sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari
sumbernya, tetapi melalui pihak kedua. Data sekunder ini bisa didapatkan
dengan cara:
a. Liberary Research (Riset Kepustakaan) yaitu, membaca buku-buku atau
literatur-literatur sehubungan dengan pengangkatan anak;
b. Dokumentasi, yaitu data yang diperoleh langsung dari Kantor Pengadilan
Negeri Sungguminasa.
E. Teknik Analisis Data
Keseluruhan data yang materinya diperoleh baik data primer maupun data
sekunder diolah, dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif
yaitu menjelaskan dan menguraikan dengan menggunakan kalimat untuk
menggambarkan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Alasan-alasan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gowa
Masyarakat Kabupaten Gowa dalam melaksanakan adat istiadatnya tidak
luput dengan arus globalisasi. Dengan adanya arus globalisasi mengakibatkan
terjadinya pengikisan dan pergeseran nilai budaya adat. Di dalam hukum adat tidak
ada ketentuan yang tegas tentang pengangkatan anak. Sehingga untuk saat ini
masyarakat Kabupaten Gowa tidak memiliki persyaratan yang jelas bagi calon orang
tua angkat, dan juga bagi calon anak angkat. Jadi, untuk melakukan pengangkatan
anak tanpa penetapan pengadilan adalah hal yang mudah dilakukan oleh masyarakat
Kabupaten Gowa.
Berdasarkan angket yang disebarkan kepada para masyarakat, anak yang
biasanya diangkat oleh masyarakat Kabupaten Gowa pada umumnya adalah:
1. Anak yang diangkat sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal. Anak angkat
jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja, baik yang berasal dari kerabat maupun
yang berasal di luar kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis
ini diangkat oleh keluarga sendiri baik dari kerabat ibu atau ayah dari anak
tersebut.
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2. Anak yang diangkat sejak perceraian orang tuanya yang menyebabkannya
terlantar. Anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat, baik dari pihak
ibu maupun pihak ayah.
3. Anak yang memiliki saudara yang banyak dan belum dewasa. Anak jenis ini
biasanya diangkat oleh saudara kandung dari orang tua sendiri.
4. Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orang tua kandung dan
orang tua angkat. Pengangkatan anak jenis ini dapat dilakukan oleh keluarga
sendiri atau kerabat sendiri maupun oleh orang lain.
Pengangkatan anak jenis pertama, kedua dan ketiga dilakukan berdasarkan
hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan.
Sedangkan jenis keempat dilakukan, karena keluarga tersebut tidak mempunyai
keturunan.
Pengangkatan Anak yang terjadi di masyarakat Kabupaten Gowa dan yang
terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa dari tahun 2011-2017 dilatar belakangi
dengan alasan-alasan yang dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 1
Jumlah pengangkatan anak berdasarkan alasan-alasan pengangkatan anak di Kab.Gowa
No. Alasan-alasan Pengangkatan AnakDi Kabupaten Gowa
Jumlah pengakatan anak, berdasarkan
sumber:
Pengadilan Masyarakat
1. Tidak mempunyai keturunan/hanya memiliki 1 orang anak 7 4
2. Membantu saudara yang memilikibanyak anak - 3
3. Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan 5 2
4. Ingin mendapatkan tunjangan anak - 1
Sumber data: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Jawaban Angket No.1, Tahun 2017
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Dapat dilihat dalam tabel 1, alasan pengangkatan anak di Kabupaten Gowa
paling banyak adalah karena belum memiliki keturunan atau baru memiliki seorang
anak, alasan yang kedua yaitu membantu saudara yang memiliki anak yang banyak
merupakan alasan yang paling banyak dikemukakan oleh masyarakat namun di dalam
pengadilan tidak ditemukan alasan  demikian, alasan ketiga adalah alasan bagi orang
tua yang mengangkat anak atas dasar rasa ibah kepada anak tersebut dan atau ingin
mengangkat anak dari keluarga sendiri baik berdasarkan penetapan pengadilan
maupun tidak, dan yang terakhir untuk mendapatkan tunjangan gaji adalah alasan
bagi calon orang tua angkat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang
tidak mungkin dikemukakan di depan pengadilan tetapi mampu mendorong
dikabulkannya permohonan pemohon untuk mengangkat seorang anak.
Berdasarkan angket yang disebarkan kepada masyarakat yang berada di
Kabupaten Gowa, orang tua angkat dari seorang anak angkat lebih banyak memilih
anak angkat dari saudara yang memiliki banyak anak. Alasan para orang tua angkat
tersebut dikarenakan ingin membantu saudaranya dalam pengasuhan anak-anaknya,
dan agar anak tersebut tidak terabaikan kepentingannya karena banyaknya saudara
lain yang juga membutuhkan perhatian dan kasih sayang.
Para orang tua angkat juga tidak menutup kemungkinan adalah orang tua yang
telah memiliki anak kandung lebih dari satu sebelum mengangkat anak. Namun,
didalam menjalankan perannya sebagai orang tua untuk anak kandungnya dan orang
tua angkat terhadap anak angkatnya tidak ditemukan persinggungan atau perbedaan
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pengasuhan. Orang tua angkat tersebut juga mampu mengasihi, mendidik, menafkahi
dan memelihara anak angkat mereka seperti anak kandung mereka sendiri.
Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak calon orang tua angkat yang memenuhi syarat adalah calon orang
tua angkat yang tidak atau belum memiliki anak atau hanya memiliki satu orang anak.
Jika melihat dari sisi Peraturan Pemerintah tersebut maka para orang tua angkat
seperti yang diuraikan diatas dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk
mengangkat anak. Namun, jika melihat dari sisi kepentingan anak maka para orang
tua angkat tersebut adalah orang tua yang peduli terhadap kepentingan dan
kesejahteraan anak.
Alasan mengangkat anak dari kerabat sendiri juga didasari oleh perasaan
kekeluargaan yang tinggi. Orang tua angkat yang memilih mengangkat anak dari
saudara atau kerabatnya sendiri merasa karena memiliki hubungan darah dengan si
anak, sehingga sifat dan latar belakang anak tidak perlu di khawatirkan sebab berasal
dari keluarga sendiri, dan hal itu juga menjadi dasar pemikiran orang tua angkat
bahwa mengasuh anak tersebut tidak akan mendapat kesulitan di hari yang akan
datang.
Dengan mengangkat anak dari kerabat sendiri dapat memudahkan orang tua
angkat untuk tetap menjaga hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya.
Sehingga disaat yang tepat, ketika anak angkat telah siap mengetahui orang tua
kandungnya, anak tersebut telah mengenalnya terlebih dahulu sebagai kerabat atau
pun keluarga.
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Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal
39 Ayat (2), pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang
diangkat dan orang tua kandungnya, dan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2),
mewajibkan orang tua angkat untuk memberitahukan kepada anak angkatnya
mengenai asal-usul anak angkat dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan
kesiapan anak yang bersangkutan. Sehingga setiap keluarga yang melakukan
pengangkatan anak harus memberitahukan asal-usul anak angkatnya dikemudian hari.
Masyarakat Kabupaten Gowa mayoritas beragama Islam, sehingga belaku
akibat pengangkatan anak menurut hukum Islam bagi mereka yang melakukan
pengangkatan anak dan beragama Islam. Akibat pengangkatan anak menurut hukum
Islam juga melarang pengangkatan anak yang memutuskan hubungan darah antara
anak angkat dengan orang tua kandungnya, sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah menyatakan bahwa:
“Tidak seorang pun yang mengakui (membanggakan diri) kepada bukan ayah yang
sebenarnya, sedang ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah
kufur. Dan barang siapa bukan dari kalangan kami (kalangan kaum muslimin), dan
hendaklah dia menyiapkan sendiri tempatnya dalam api neraka.”1
Syariat Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak
angkat kepada yang bukan bapaknya, dan hal itu termasuk dosa besar yang
1 Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, (Jakarta:
Kencana, 2008),h.47
66
mewajibkan pelakunya mendapat murka dan kutukan Allah swt. Sebagaimana
dinyatakan oleh Rasulullah saw. dalam Hadis Riwayat Bukhari:
“Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang
yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpahkan laknat Allah, para malaikat dan
manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-
amalannya dan kesaksiannya.” (HR. Muslim)2
Pengangkatan anak yang seperti diuraikan diatas hanya memasukkan anak ke
dalam kehidupan rumah tangga orang tua angkat sehingga menjadi anggota keluarga
orang tua yang mengangkatnya tanpa memutuskan hubungan pertalian keluarga
antara anak tersebut dengan orang tuanya sendiri. Jadi tidak diangkat dengan maksud
untuk meneruskan turunan orang tua angkatnya. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa kedudukan anak angkat tersebut terhadap harta orang tuanya tergantung dari
latar belakang terjadinya pengangkatan anak tersebut.
Pengangkatan anak tersebut juga biasanya tidak ditetapkan oleh pengadilan
namun hanya persetujuan pihak keluarga yang melakukan pengangkatan anak yaitu,
orang tua kandung anak angkat dan orang tua angkat. Sehingga pengangkatan anak
ini masih dapat dikhawatirkan, melihat posisi anak yang tidak jelas kedudukannya.
Dan karena itu maka letak pertanggungjawaban orang tua yang menjadi titik
permasalahan jika misalnya terjadi sesuatu dengan anak angkat tersebut apakah anak
itu menjadi tanggung jawab orang tua angkat ataukah tetap orang tua kandungnya.
2Andi Syamsu Alam dan M Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam, h.46
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Pengangkatan anak yang demikian sering dijumpai di masyarakat Kabupaten
Gowa disebabkan karena orang tua angkat dan orang tua kandung anak merasa
penetapan pengadilan tidak begitu penting, yang lebih penting adalah bagaimana anak
tersebut dapat dibesarkan dengan baik dan penuh kasih sayang. Faktor lainnya adalah
kurangnya bimbingan yang dilakukan Pemerintah dan masyarakat terhadap
pelaksanaan pengangkatan anak melalui kegiatan-kegiatan seperti, penyuluhan,
konseling, konsultasi, pendampingan dan/atau pelatihan. Sehingga kurangnya
pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, bagaimana
pengangkatan anak mampu memperbaiki kehidupan seorang anak dengan
pengasuhan yang baik, dan pentingnya kepastian hukum atas kedudukan anak angkat
di dalam keluarga. Padahal pengangkatan anak adalah sebuah perbuatan hukum, dan
dengan adanya penetapan pengadilan maka status, kepastian hukum dan kedudukan
anak menjadi lebih jelas. Penetapan pengadilan juga bukti keseriusan orang tua
angkat untuk menerima anak tersebut masuk ke dalam lingkup keluarga mereka
dengan segala konsekuensi yang ditimbulkannya.
Seperti dua pasangan orang tua angkat yang mengangkat anak dari keluarga
dan saudara sendiri, yaitu pasangan Lurah Malakaji Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Gowa, mereka mengangkat anak yang menjadi tidak terurus semenjak
orang tua kandungnya bercerai. Namun mereka tidak melakukan pengangkatan anak
melalui penetapan pengadilan karena mereka merasa tujuan pengangkatan anak yang
mereka lakukan demi terisinya peran orang tua yang baik dan sebenarnya didalam
kehidupan anak angkat mereka, mereka tidak mencari penerus melainkan ingin
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menjadi lentera kehidupan bagi anak tersebut atas rasa kekeluargaan dan
kemanusiaan yang dimiliki oleh mereka.3
Pasangan suami isteri Kun Rahman dan Margaretha yang mengangkat anak
dari saudara sendiri, juga tidak melalui penetapan pengadilan alasan mereka adalah
karena mereka tidak merasa itu hal yang penting untuk dilakukan namun bagaimana
peran mereka sehari-hari sebagai orang tua terhadap anak angkat mereka itulah yang
terpenting. Pasangan ini juga masih sering berkomunikasi dengan orang tua kandung
anak mengenai hal-hal yang terbaik yang dapat anak tersebut dapatkan dari orang tua
angkatnya.4
Berbeda dengan pengangkatan anak oleh pasangan suami isteri atau seorang
yang belum memiliki anak di Kabupaten Gowa, baik yang mengangkat anak kerabat
atau keluarga sendiri maupun yang mengangkat anak dari lembaga pengasuhan anak,
mereka lebih memperhatikan mengenai hal-hal formalnya yaitu dengan mendaftarkan
permohonan pengangkatan anak ke pengadilan. Sehingga orang tua angkat tersebut
bertanggung jawab penuh kepada anak yang telah diangkat baik pendidikan,
pengasuhan, dan membesarkan anak tersebut. Mereka merasa hal itu penting demi
kejelasan status dan kedudukan anak yang mereka inginkan menjadi penerus mereka,
meskipun masih ada kemungkinan bagi mereka untuk memiliki anak kandung
disuatu hari nanti.
3Jawaban Angket No. 1, Pasuteri Lurah Malakaji, 19 Mei 2017
4Jawaban Angket no.1, Kun Rahman, 26 Juni 2017
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Adi Surya Buana adalah orang tua angkat tunggal bagi anak angkatnya. Adi
mengangkat anak dari sebuah panti asuhan disaat anak tersebut sudah duduk di
bangku SMP, karena diumurnya yang tidak lagi muda dengan keadaan perekonomian
yang mapan dan keinginan memiliki keturunan yang besar tetapi  belum menemukan
pasangan hidup ia memilih mengangkat anak dari panti asuhan. Pengangkatan anak
ini disahkan melalui pengadilan karena Adi merasa setelah lepasnya anak tersebut
dari asuhan panti asuhan maka Adi adalah satu-satunya orang yang bertanggung
jawab penuh terhadap anak angkatnya itu.5
B. Proses Pengangkatan Anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa
Pengadilan Negeri di Indonesia, merupakan peradilan tingkat pertama.
Peradilan Umum merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan mengenai perkara perdata maupun pidana. Tugas pokok Pengadilan
adalah untuk menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara
yang diajukan kepadanya.
Pada tanggal 20 April 2006 lahir Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang
menerangkan tentang penetapan asal-usul anak. Tepatnya pada penjelasan Pasal 49
huruf a angka 20, yang menerangkan bahwa, penetapan asal-usul seorang anak dan
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Pasal 49 tersebut
menerangkan bahwa Peradilan Agama menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan perkara asal usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum
5Jawaban Angket no. 1, Adi Surya Buana, 26 Juni 2017
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Islam. Namun, Undang-undang ini tidak mencabut kewenangan Pengadilan Negeri
untuk mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam,
sehingga ada 2 (dua) badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk
menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak yaitu Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Agama.
Permohonan pengangkatan anak yang didaftarkan di Pengadilan Negeri
Sungguminasa dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2
Jumlah Permohonan Pengangkatan Anak yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa
No. Tahun
Permohonan Dikabulkan
Jumlah Permohonan Agama
Pemohon Termohon
Pemohon
Ter-
mohon
Pemohon Termohon
Islam
Non-
Islam
Islam
Non-
Islam
1. 2011 1 1 1 - 1 - 1 1
2. 2012 3 2 3 - 2 - 3 2
3. 2013 4 2 4 - 2 - 4 2
4. 2014 6 3 6 - 3 - 6 3
5. 2015 2 2 2 - 2 - 2 2
6. 2016 3 2 2 - 3 - 3 2
7. 2017 - - - - - - - -
Sumber data: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa, Tahun 2017
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Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri
Sungguminasa yang bernama H. Amiruddin Mahmud, secara prosedural proses
pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa mengikut kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan juga
Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 110/HUK/2009 tentang Persyaratan
Pengangkatan Anak.6
Dapat dilihat pada tabel 2, dari tahun 2011 hingga 2016 permohonan
pengangkatan anak seluruhnya berasal dari pemohon dan termohon yang beragama
Islam, dan tidak ada permohonan yang tidak dikabulkan. Sedangkan di tahun 2017
belum ada permohonan pengangkatan anak yang masuk ke Pengadilan Negeri
Sungguminasa.
Bapak H. Amiruddin Mahmud menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang
hakim tidak dapat menolak perkara, meskipun yang mengajukan permohonan
pengangkatan anak adalah masyarakat yang beragama Islam tetap akan diterima dan
diadili di Pengadilan Negeri, dan dari segi efektifitas tidak ada masalah yang
ditimbulkan karena yang terpenting meneliti dan memeriksa orang tua angkat dan
syarat anak angkat terpenuhi atau tidak. Serta tidak ada batasan yang jelas mengenai
kewenangan mengadili perkara pengangkatan anak bagi masyarakat yang beragama
Islam. Mengingat pengangkatan anak yang dilakukan demi kepentingan anak dan
kesejahterannya.
6Wawancara Hakim H Amiruddin Mahmud, tanggal 17 Mei 2017, pukul 09:32
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Adapun proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa
singkatnya yaitu:
1. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri, calon
anak angkat berasal dari lembaga pengasuhan anak maka lembaga tersebut
harus mendapat izin tertulis dari mensos atau pejabat yang ditunjuk.
2. Setelah mengajukan surat permohonan, petugas dinas sosial akan mengecek.
Mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara
angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-
lain. Pengecekan keuangan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan tetap dan
penghasilan memadai. Bagi warga negara asing (WNA), harus ada
persetujuan atau izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang
berwenang dari negara asal.
3. Lalu calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan
berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal
selama enam hingga 12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
4. Setelah itu menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi,
pengadilan mendengar langsung saksi-saksi, calon orang tua angkat, orang tua
kandung, badan atau yayasan sosial yang telah mendapat izin dari pemerintah
di sini yaitu Kemsos, seorang petugas/pejabat instansi sosial setempat, calon
anak angkat (jika dia sudah bisa diajak bicara), dan pihak kepolisian setempat
(Polri).
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5. Pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi, akte
kelahiran/akte kenal lahir yang ditandatangani wali kota atau bupati setempat,
surat resmi pejabat lainnya, akte notaris dan surat-surat di bawah tangan
(korespondensi), surat-surat keterangan, pernyataan-pernyataan dan surat
keterangan dari kepolisian tentang calon orangtua angkat dan anak angkat.
6. Sebelum dikeluarkan penetapan sebagai jawaban dari permohonan adopsi,
pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif kedua
belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima anak angkat).
7. Hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah melepas
dan mengangkat calon anak angkat. Sebelum memberikan penetapan hakim
memeriksa keadaan ekonomi, kerukunan, keserasian kehidupan keluarga,
serta cara mendidik orangtua angkat. Kira-kira tiga hingga empat bulan proses
penetapan status anak adopsi atau anak angkat itu selesai.
8. Setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan disetujui
atau ditolak. Bila disetujui, akan dikeluarkan surat penetapan dari pengadilan
yang berkekuatan hukum. Penetapan itu disertai akta kelahiran pengganti
yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang
mengadopsi. Selanjutnya, dicatatkan ke kantor catatan sipil. Adopsi tidak bisa
dibatalkan oleh siapapun. 7
7Wawancara Hakim H Amiruddin Mahmud, tanggal 17 Mei 2017, pukul 09:32
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Pada tahun 2011, 2012, 2015 dan 2016 terdapat 5 (lima) permohonan yang
berasal dari orang tua tunggal, yaitu 1 (satu) permohonan pada tahun 2011, 1 (satu)
permohonan pada tahun 2012, 2 (dua) permohonan pada tahun 2015, dan 1 (satu)
permohonan pada tahun 2016.
Menurut Bapak H. Amiruddin Mahmud, bahwa melalui pendekatan sosial
pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal biasanya termotivasi
karena adanya tunjangan anak bagi orang tua angkat yang bekerja sebagai seorang
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika mengacu kepada alasan ini, maka hal ini juga dapat
dikhawatirkan karena pengasuhan anak tidak hanya melihat kepada kemampuan
finansial tetapi juga kepada kedudukan orang tua dalam mendidik, membesarkan,
serta mengasuh anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Namun, jika didalam
proses pengangkatan anak di pengadilan para calon orang tua tunggal tersebut mampu
membuktikan kemampuannya dalam menjadi orang tua yang baik bagi calon anak
angkatnya, mendatangkan saksi-saksi yang sependapat dan memenuhi semua
prosedur yang ada maka pengadilan tidak beralasan untuk menolak permohonannya.8
Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang telah
menikah lebih dari 5 (lima) tahun dan belum atau tidak memiliki anak, serta pasangan
yang hanya memiliki 1 (satu) orang anak terdapat pada tahun 2012 1 (satu) pasangan,
tahun 2013 2 (dua) pasangan, tahun 2014 3 (tiga) pasangan, dan tahun 2016 1 (satu)
pasangan.
8Wawancara Hakim H Amiruddin Mahmud, tanggal 17 Mei 2017, pukul 09:32
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Di tahun 2014 terdapat permohonan pengangkatan anak yang berasal dari
pasangan yang telah memiliki 2 (dua) orang anak kandung dan permohonannya
dikabulkan oleh pengadilan. Jika berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak
seharusnya permohonan tersebut dikabulkan karena tidak sesuai dengan persyaratan
pengangkatan anak yang berlaku. Namun, pertimbangan hakim mengabulkan
permohonan pemohon adalah karena kedua anak kandung pemohon telah berada
diluar tanggungan, telah berkeluarga dan hidup mandiri. Dan melihat kondisi jasmani
calon orang tua angkat tersebut masih mampu untuk mengasuh seorang anak.
Pemohon juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hal itu membuat
termohon akan mendapatkan tunjangan anak hingga dewasa (21 tahun) dan 25 tahun
bagi yang masih kuliah. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun
1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Selain itu pemohon telah
memenuhi persyaratan material dan persyaratan administratif lainnya. Calon anak
angkat atau pihak termohon juga masih memiliki hubungan keluarga dengan
pemohon namun orang tua kandung termohon tidak mampu secara finansial untuk
memenuhi segala kepentingan dan kebutuhan termohon. Sehingga dalam kasus
seperti ini hakim mengabulkan permohonan pemohon meski ada persyaratan
pengangkatan anak yang tidak dipenuhi, karena kembali pada tujuan pengangkatana
anak yang mendasar adalah demi terpenuhinya kepentingan dan kesejahteraan anak.
Setelah sahnya seorang anak menjadi anak angkat bagi orang tua angkat baik itu
orang tua tunggal atau merupakan pasangan suami isteri, pengadilan tidak memiliki
wewenang untuk melakukan perlindungan kepada anak angkat tersebut. Karena
76
wewenang pengadilan hanya mengadili, memeriksa dan memutuskan dapat atau
tidaknya calon orang tua angkat menjadi orang tua angkat yang sah bagi seorang
anak.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak
dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah. Disebutkan bahwa pengawasan oleh
Pemerintah dilakukan oleh Departemen Sosial. Dan pengawasan oleh masyarakat
dilakukan oleh orang perseorangan, keluarga, kelompok, lembaga pengasuhan anak,
dan lembaga perlindungan anak. Sedangkan jika terjadi atau diduga terdapat
penyimpangan atas pelanggaran pelaksanaan pengangkatan anak dapat diadukan
kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia,
Instansi Sosial setempat atau Menteri.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil
beberapa kesimpulan, diantaranya:
1. Alasan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gowa adalah:
a. Tidak mempunyai keturunan/ hanya memiliki 1 orang anak;
b. Membantu saudara yang memiliki banyak anak;
c. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan;
d. Ingin mendapatkan tunjangan anak.
2. Proses pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu:
a. Mengajukan Surat Permohonan;
b. Petugas dinas sosial mengecek kondisi ekonomi, tempat tinggal,
penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak),
pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain;
c. calon orangtua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal
dan berinteraksi;
d. menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal dua saksi;
e. pengadilan memeriksa bukti-bukti berupa surat-surat resmi;
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f. pengadilan memeriksa dalam persidangan tentang latar belakang motif
kedua belah pihak (pihak yang melepas dan pihak yang menerima
anak angkat);
g. hakim menjelaskan tentang akibat hukum yang ditimbulkan setelah
melepas dan mengangkat calon anak angkat;
h. setelah menjalani sidang, ada dua kemungkinan yaitu permohonan
disetujui atau ditolak.
B. Saran
Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya maka saran-saran yang dapat
diberikan adalah:
1. Perlunya diadakan bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak kepada
masyarakat. Baik itu berupa penyuluhan, konseling, pendampingan, dan
pelatihan. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang
didalamnya diatur persyaratan, tata cara atau prosedur pengangkatan anak.
2. Masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak harus lebih terfokus
kepada tujuan untuk terpenuhinya keejahteraan dan kebutuhan anak bukan
pada alasan atau tujuan yang lainnya.
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Pertanyaan wawancara hakim.
Judul : “PENERAPAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG
PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”
1. Mengapa pemohon pengangkatan anak yang beragama Islam masih diterima
permohonannya sedangkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahasan
atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadikan PA
bertugas dan berwenang untuk mengadili perkara ditingkat pertama antara
orang-orang beragama Islam salah satunya yaitu penetapan asal-usul seorang
anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hkum Islam ?
2. Apakah yang menjadi alasan utama masyarakat Kabupaten Gowa melakukan
pengangkatan anak?
3. Bagaimana proses pengangkatan anak di PN Sungguminasa?
4. Faktor apa yang menjadi pertimbangan bagi bapak/ibu  sehingga
mengabulkan permohonan pengangkatan anak?
5. Sudah berapa penetapan pengangkatan anak di PN Sungguminasa?
6. Apakah bapak/ibu melihat adanya kendala bagi masyarakat Kabupaten Gowa
untuk melakukan pengangkatan anak berdasarkan permohonan-permohonan
yang masuk di PN Sungguminasa?
7. Apakah ada perlindungan khusus atau pun bentuk perhatian pemerintah secara
khusus terhadap anak yang telah diangkat? (apakah mereka tetap diperlakukan
sewajarnya atau sebaliknya)
ANGKET TERBUKA DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
“PENERAPAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sungguminasa)”
Nama Responden :
Alamat :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :
Pertanyaan :
1. Apa alasan Bapak/Ibu Melakukan Pengangkatan Anak?
2. Apakah Bapak/Ibu telah memiliki anak kandung sebelum akhirnya
memutuskan untuk mengangkat anak?
3. Apakah jenis kelamin dari anak kandung Bapak/Ibu dan berapa usianya saat
Bapak/Ibu melakukan Pengangkatan Anak?
4. Berapakah Usia Anak Yang Bapak/Ibu Angkat?
5. Apakah Anak Yang Bapak/Ibu Angkat Merupakan Anak Terlantar?
6. Apakah Anak yang Bapak/Ibu Angkat Merupakan Keluarga sendiri Atau
Anak yang berada di dalam Lembaga Khusus Pengasuh Anak (Panti Asuhan)?
7. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengangkatan anak melalui penetapan
pengadilan?
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